BAB 5

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan

sebagai berikut.

1. Dalam Proyek Pembangunan Showroom, Workshop & Office Nissan Datsun
Salatiga, jaminan konstruksi yang digunakan adalah jaminan pelaksanaan
sebesar 10% dari harga kontrak dan jaminan uang muka sebanyak dua kali
masing-masing senilai 10% dari harga kontrak. Proyek ini menggunakan
sistem retensi sehingga jaminan pemeliharaan tidak diperlukan.

2. Pada penggunaan jaminan pelaksanaan 10% dan retensi 5%, total biaya bank
garansi adalah Rp. 17.266.596,- dan keuntungan akibat bunga adalah
47.840.757,- atau 5,776% dari keuntungan awal. Saldo minimum proyek
terjadi pada minggu ke-30 sebesar Rp. 4.090.206.745,- atau sebesar 49,382%
dari harga RAB.

3. Pada penggunaan jaminan pelaksanaan 5% dan retensi 5%, total biaya bank
garansi adalah Rp. 14.988.830,- dan keuntungan akibat bunga adalah
26.828.365,- atau 3,239% dari keuntungan awal. Saldo minimum proyek
terjadi pada minggu ke-30 sebesar Rp. 3.632.375.779,- atau sebesar 43,855%
dari harga RAB.

4. Pada penggunaan jaminan pelaksanaan sebesar 10% dan jaminan

pemeliharaan 5%, total biaya bank garansi adalah Rp. 20.844.362,- dan
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keuntungan akibat bunga adalah 51.130.455,- atau 6,173% dari keuntungan
awal. Saldo minimum proyek terjadi pada minggu ke-30 sebesar Rp.
3.862.430.145,- atau sebesar 46,632% dari harga RAB.

5. Pada penggunaan jaminan pelaksanaan 5% dan jaminan pemeliharaan 5%,
total biaya bank garansi adalah Rp. 18.566.596,- dan keuntungan akibat bunga
adalah 30.118.064,- atau 3,636% dari keuntungan awal. Saldo minimum
proyek terjadi pada minggu ke-30 sebesar Rp. 3.404.599.179,- atau sebesar
41,105% dari harga RAB.

6. Penggunaan bank garansi sebagai jaminan konstruksi berpengaruh terhadap
arus kas proyek. Hal ini dapat dilihat pada keuntungan yang didapat dari
bunga deposit bank garansi dan modal minimum yang diperlukan.
Penggunaan jaminan pemeliharaan lebih menguntungkan kontraktor sebagai
penyedia jasa karena memberikan bunga yang lebih besar melalui deposit dan

memerlukan modal minimum yang lebih kecil daripada retensi.

5.2. Saran

1. Sebelum mengajukan penawaran terhadap kontrak tender, sebaiknya
kontraktor mempertimbangkan ada-tidaknya jaminan konstruksi terhadap
kondisi keuangan kontraktor karena jaminan konstruksi akan mempengaruhi
keuntungan dan modal minimum yang dibutuhkan kontraktor.

2. Pada proyek yang menggunakan jaminan konstruksi, sebaiknya dilakukan
penyesuaian penjadwalan proyek terhadap pembuatan dan pencairan jaminan

agar modal minimum kontraktor dapat diperkecil.
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